BAB IV
ANALISISPASAL 16 AYAT (1) HURUF (C), (D) DAN (F) CEDAW

DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM |ISLAM

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnyaab&®&DAW
terhadap perempuan hingga kini masih merupakarumsh hukum yang paling
komprehensif berkenaan dengan hak-hak perempuamdeupakan dasar untuk
menjamin persamaan hak perempuan dan laki-laki efjara-negara yang
meratifikasinya termasuk Indonesia.

Karena Indonesia merupakan salah satu negara ikabhgmeratifikasi
(pengesahan perjanjian oleh DPRJonvensi tersebut, maka konsekensinya
adalah, pemerintah harus melakukan koreksi terhpéagturan-peraturan yang
diskriminatif terhadap perempuan dan berupaya supayaturan-peraturan baru
yang akan disusun tidak diskriminatif terhadap pemean

Jika dilihat secara umum konvensi CEDAW berisirenaagian bagian
penting :

1. Bagian tentang definisi diskriminasi dan kriterigdriaya sehingga negara-
negara peserta yang meratifikasi diharapkan memkebijakan-kebijakan
yang perlu untuk menghilangkan diskriminasi dal@gesa hal.

2. Pemusatan perhatian pada penghapusan diskrimiakasn kehidupan politik,

sosial dan kewarganegaraan.

! Sulchan YasyinKamus Lengkap Bahasa Indonestrabaya; Penerbit Amanah,
1997, h. 39.

2 Sobar Hartini, Makalah Civil Right dan Demokratisasiialam www.cedawui.org,
di akses pada tanggal 25 Oktober 2011.
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3. Perhatian terhadap penghapusan diskriminasi dalendigikan, pekerjaan,
perawatan kesehatan, kehidupan ekonomi dan sesighina bagi perempuan
di daerah pedesaan.
4. Penegasan tentang persamaan di depan hukum dam dahidupan
perkawinan dan keluarga.
5. Mendirikan dan memfungsikan CEDAW dengan pembemukzanitia
penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.
6. Hal-hal yang berkenaan dengan ratifikasi dan talaibahan konversi itu, serta
tentang perincian-perincian dalam pelaksanaan aakssadministratifnya.
Sebagaimana di sebutkan pada Bab Il di atasapean hak antara laki-
laki dan perempuan yang di usung CEDAW melingkuggada hal termasuk
pengasuhan anak. Berikut ini akan di uraikan aisakensep pengasuhan anak
dalam CEDAW dan pandangan hukum Islam tentang kopsegasuhan anak
dalam CEDAW.
A. Analisis Terhadap Konsep Pengasuhan Anak Dalam CEDAW
Dalam CEDAW pada pasal 16 ayat (1) menyatakan bdiNegara-
negara peserta wajib membuat peratymarny tepat untuk menghapus segala
diskriminasi terhadap perempuan dalam semua uryaag berhubungan
dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan asas-dasar persamaan
pria dan wanita, dan khususnya akan menjamin:“idk dan tanggung
jawab yang sama sebagai orang tua terlepas dass gtarkawinan mereka,

kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan”
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Berdasarkan adanya ketentuan dalam konvensi tdrsanaka
seharusnya setiap negera peserta (termasuk Indpnesengeluarkan
ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yaagatd mendukung
terhadap pesan-pesan yang ada dalam pasal koreessbut. Salah satu
pesan yang dapat ditangkap adalah masalah penegakeamperlindungan
hak-hak asasi anak

Sebagaimana yang telah diuraikan juga pada balalam skripsi ini,
bahwa konsep pengasuhan anak dalam CEDAW tidak naang status sah
atau tidaknya seorang anak, sehingga pemenuharmdkalasasi sebagai
seorang anak harus di laksanakan oleh orang tusdkegetiap anak termasuk
di dalamnya anak yang dihasilkan di luar kawin @ruknak sah).

Menurut Dr. Abdul Manan, anak diluar kawin adeknak yang di
lahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuéaidak berada
dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yaegyetubuhinya.
Sedangkan pengertian diuar kawin adalah hubunganarsg pria dan wanita
yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan meidklt talam ikatan
perkawinan yang sah menurut hukum positif dan aggang di peluknyd.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadimakaliluar kawin,
diantaranya adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapniveatersebut tidak
mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang mebyéinya dan

tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria lain.

3 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indoneslakarta;
Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 80-81.
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. Anak yang lahir dari seorang wanita, kelahirandeus diketahui dan di
kehendaki oleh salah satu ibu bapaknya, hanya sa#gh satu atau
keduanya masih terikat perkawinan yang lain.

. Anak yang lahir dari seorang wanita tetapi priagyamenghamilinya itu
tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan.

. Anak yang lahir dari seorang dalam méd@ah penceraian, tetapi anak itu
merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukamisya.

. Anak yang lahir dari seorang wanita yang di tingg@gmi lebih dari 300
hari dan anak tersebut tidak diakui oleh suamimyeagai anak sah.

. Anak yang lahir dari seorang wanita padahal aggamg mereka peluk
menentukan lain, misalnya dalam agama katolik tidengenal adanya
cerai hidup, tetapi di lakukan juga, kemudian ieikaelagi dan melahirkan
anak, anak tersebut dianggap anak luar kawin.

. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan padeeka berlaku
ketentuan negara melarang mengadakan perkawinatngas WNA dan
WNI tidak mendapat izin dari kedutaan besar untukngadakan
perkawinan, karena salah satu dari mereka telahpmeyai suami atau
istri tetapi mereka tetap campur dan melahirkark amaka anak tersebut
merupakan anak luar kawin.

. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapakatersebut sama

sekali tidak mengetahui orang tuariya.

* Ibid. h. 83.
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Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentankgRénan, bahwa
anak dan masalahnya diatur pada Bab VIII tentangsAya Perkawinan
serta Akibatnya, yaitu pada pasal 41, dan tentaedudukan anak di
dalamnya di atur pada Bab IX tentang Kedudukan Agaku pasal 42, 43,
dan 44. Sedangkan dalam Bab X di atur tentang KearmajOrang Tua dan
Anak, dari pasal 45 sampai dengan pasal 49. Benikutkan diuraikan isi
dari pasal-pasal berikut :

Pasal 41 berbunyi bahwa : “Akibat putusnya perkawirkarena

perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihaaa dnendidik
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan ait@kaba ada
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pegadiemberi
keputusannya.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya ibamaen dan
pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bagalam kenyataan
tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadirat menentukan
bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suamk umamberikan
biaya 5penghidupan dan atau menentukan sesuatuikewdjagi bekas
isteri”.

Sementara dalam kedudukan anak dalam UUP terdagatPasal 42,
43 dan 44, yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 42 :“Anak yang sah adalah anak yang ddahidalam atau sebagai
akibat perkawinan yang sah”.

Pasal 43 : (1) “Anak yang lahir di luar pernikahbanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibuf®)a.
Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selarguikan
diatur dalam peraturan pemerintah”.

Pasal 44 : “Seorang suami dapat menyangkal satungk yang dilahirkan
oleh isterinya bilaman ia dapat membuktikan bahstarinya
telah berzina dan anak itu akibat daripada perainaérsebut®,

® UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang &eikan & Kompilasi
Hukum IslamBandung ; Citra Umbara, 2007, h. 16.
® Ibid, h. 17.
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Bedasarkan pasal-pasal UU Perkawinan di atas, gefaten anak
diluar kawin di atur pada pasal 43 Ayat (1) yangobayi “Anak yang lahir
di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan pemdiatgan ibunya dan
keluarga ibunya”

Menurut hemat penulis hal ini terasa kurang adidibat perbuatan
berdua, tetapi hanya seorang ibu yang melahirkadayabertanggung jawab
pula mengasuh dan memelihara anaknya. Hal ini tenyaajuga diperhatikan
dalam Undang-undang Perkawinan, terbukti denganyadayat (2) dari pasal
43 itu, yang bunyinya’kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selaygutn
akan diatur dalam peraturan pemerintah”

Peraturan pemerintah itu sampai sekarang, sebatag@huan penyusun
belum ada. Mungkin dilema yang dihadapi pemerintatuk mengatur lebih
lanjut soal anak yang dilahirkan diluar perkawimginadalah kalau anak yang
dilahirkan di luar perkawinan itu akan di samakadwdukannya dengan anak
yang dilahirkan dalam perkawinan, maka lembagagveirian itu sendiri akan
goyah keberadaannya.

Sampai sekarang belum ada kebijakan yang memihddk perlindungan
anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan, patdi@tahui banyak anak
yang lahir diluar perkawinan disebut dengan sebutmak haram” dan
senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatiftiiak adil di masyarakat.
Jelas sepanjang hidupnya, mereka dipaksa menandoeiven dosa kedua

orang tuanya dan mereka pun selamanya mendapdikamasatau julukan

" Abdul Mananpp. cit, h. 81.
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“anak haram” atau “anakaddal, dan berbagai julukan negatif lainnya.
Padahal, kelahirannya bukanlah sebuah pilihan radi@kak).

Tidak satu pun manusia yang memilih sendiri siafa@ tuanya. Bagi
anak, kelahiran dan orang tua merupakan hal yadgpkidgiven).Karena itu,
semua bentuk kesalahan, dosa, stigma, dan apaguanga seharusnya di
alamatkan hanya kepada kedua orang tuanya; ayalbdadan bukan pada
anak.

Keberpihakan pada anak di luar perkawinan ini peghus ditegakkan.
Pasalnya, sampai saat ini belum dijumpai satu peratpran perundang-
undangan nasional yang secara spesifik “memihalga#tea mereka. Dalam
berbagai undang-undang dan peraturan pemerintpkytseJU Perkawinan,
UU Kewarganegaraan, UU Perlindungan Anak, dan BenatCatatan Sipil,
selalu disebut “anak yang lahir dalam perkawinamgysah” sehingga tidak ada
sedikit pun celah bagi perlindungan anak-anak yahig di luar pernikahan.

Mengenai status anak di luar nikah ini, bilaaitkan dengan konvensi
CEDAW Pasal 16 ayat (1) butir (d) yang berbunyiK'gan tanggung jawab
yang sama sebagai orang tua terlepas dari statkawiean mereka”, maka
dengan adanya ketentuan dalam konvensi tesebytigarberbagai ketentuan
tersebut di atas, seharusnya pemerintah segeraeitnarigan PP tentang
kedudukan anak yang di lahirkan di luar pernikahsgbagaimana di
perintahkan dalam pasal 43 ayat (2) UU Perkawidd@ tidak, maka jutaan
anak-anak tidak berdosa ini akan menderita baikraesosial maupun secara

ekonomi (karena anak diasumsikan tidak bekerja).
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Merujuk pada konsep pengasuhan anak dalam ®EQang tidak
membedakan peran dan tanggung jawab suami ataud wdam hal
pengasuhan anak baik dalam perkawinan atau sepededraian, hal ini tentu
saja menjadi konsep yang sangat umum. Dan tent laajpng aplikatif,
melihat CEDAW sendri bukan undang-undang perkawiadsu undang-
undang perlindungan anak, yang mengatur secaratengang hukum acara
prihal pelaksanaan penegakan hukum materiilnyaaimeln undang-undang
penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yang hemnya bersifat nilai-
nilai persamaan hak dan kewajiban antra laki-laki gerempuan.

Jika di tinjau dari UU No.1 Tahun 1974 temgderkawinan, konsep
persamaan hak dan tanggung jawab dalam pemeliharedéndalam CEDAW
ada kesesuaian dengan pasal 41 yang berbunyi tghitasnya perkawinan
karena perceraian ialah : (a) baik ibu atau bagakdwajiban memelihara dan
mendidik anaknya, semata-mata bedasarkan kepenteugak bila mana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pkrgadnemberi
keputusanya”.

Hal yang memang tidak diatur dalam CEDAW aldafaengenai
teknis pelaksanaan pengasuhan anak. Pasal 16 (@rufd) dan (f) tidak
membicarakan teknis pelaksanaan pengasuhan jikalit@erceraian, padahal
ketika kedua orang tua berpisah “penguasaan” aeak @i tetapkan. Jika
tidak dapat berakibat pada terlantarnya anak a&haliknya, anak akan
menjadi obyek sengketa kedua orang tua. Hal inigylemudian menjadi
catatan penyusun bahwa konsep pengasuhan anak @GHDAW adalah

berupa nilai-nilai persamaaaduality) yang masih bersifat umum.
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B. Konsep Pengasuhan Anak Dalam CEDAW di Tinjau Dari Prespektif
Hukum | slam.

Dalam konsep CEDAW, status sah atau tidaknya sgomaak, tidak
berimplikasi hukum pada pengasuhan anak serta ki&dndantara anak dan
orang tuanya. Hal ini berarti hak pengasuhan setiapk yang lahir
merupakan tanggung jawab ayah dan ibu biologissypa memandang anak
tersebut dilahirkan sebagai akibat perkawinan ysatgantara ayah dan ibu
biologisnya atau tidak.

Dalam pandangan hukum Islam, syarat sah sesealiaagut anak,
sangat berimplikasi hukum terhadap kedudukan ariak arang tuanya.
Sumber hukum hal ini, bukan mengacu pada persamalaman kewajiban
antara pria dan wanita atau hak dan kewajiban #&noagendiri, melainkan
mengacu pada sumber tujuan umum di syari'atkanydusbukum yaitu
mewujudkan kemaslhatan manusia dengan menjamihahalang bersifat
dharuri (kebutuhan pokok),hajiyyat (kebutuhan umum) danahsiniyat
(kebutuhan pelengkap) bagi merék&alah satu hal yang bersifdharuri®
dalam Islam adalakhifdu an-nas{menjaga nasab dan kehormatan). Artinya,

nasab dalam hukum Islam adalah suatu hal yangfétersutlak di jaga,

& Abdul Wahab Khallaf)imu Ushul al-Figh,Moh. Zuhri & Ahmad Qaribllmu
Ushul Figh,Semarang; Dina Utama (Toha Putra Group), 199418. 3

° Hal yang bersifatharuri ialah sesuatu yang menjadi landasan berlangsungnya
kehidupan manusia, dan harus ada untuk menjagaskems kemaslahatan mereka. Apabila
hal itu tidak ada, maka akan rusaklah struktur ckepéin manusia, kemaslahatan mereka tidak
konsisten lagi, kekacauan dan kerusakan akan nedeajilal-hal yangiharuri bagi manusia
kembali kepada lima hal : agama, akal, kehormatan, harta kekayaan. Menjaga masing-
masing dari kelima hal tersebut adaldtmaruri bagi manusia. Lihat Abdul Wahab Khallaf,
IiImu Ushul al-Figh,Moh. Zuhri & Ahmad QaribJImu Ushul Figh,Semarang; Dina Utama
(Toha Putra Group), 1994, h. 313-314.
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dengan kata lain, tanggung jawab orang tua terhadex dalam hukum
Islam di bedakan menurut status kawin mereka.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, permasalahan statbsasau tidaknya
anak di atur pada Bab XIV tentang Pemeliharaan Apakla pasal 99 yang
berbunyi “anak yang sah adalah :

(&) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawipamg sah.
(b) Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luainratan dilahirkan oleh
isteri tersebut™®

Sementara dalam pengaturan anak yang dilahokduar perkawinan
(yang sah) dalam KHI diatur dalam Pasal 100, yaserpunyi :“Anak yang
dilahirkan di luar perkawinan (yang sah) hanya memygi hubungan dengan
ibunya dan keluarga ibunya®.

Jika orang tua tersebut telah kawin menurut cdeamigsesuai dengan
syarat dan rukunnya) maka, anaknya dianggap satmeéampunyai hubungan
nasab dengan kedua orang tuanya. Sebaliknya, fj&agdua tersebut belum
kawin, namun telah memiliki anak, maka anak itundgap tidak sah dan
hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu kandangny

Jika anak yang lahir sebab atau dalam perkawiadg gah tetapi ada
pengingkaran dari pihak ayah, maka dalam penegafithnya seorang anak,
orang tua tidak mempunyai hak yang sama. Sahnyarsg@nak dapat di
ingkari ayahnya melalui Pengadilan Agama vyaitu dengumpahli'an

sedangkan ibunya tidak mempunyai hak dan tidak tdagagingkari anak

9 UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang &eitkan & Kompilasi
Hukum Islampp. cit. h. 263.

1 UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentangk@eman & Kompilasi
Hukum Islam|oc. cit.
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kandungnya tersebut. Hal ini berlandaskan huku@ualan dalam Surat an-
Nur (24): 6-7 berikut :

$HAREIOE0O ¢xCQAA Lo -0

A2€0H= [[7E260 v e@Od ALV AIY OO OOl
ALENLO0>AROM Pe RO VAL -HOO&> *
EA4BIOOM SRR 20 0eR00 AO0RQOOE Vo ¢ 4 +o
D€EO¥ NV - * Lo o N OLOAQO @ 21X A
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Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh isterinyargina), Padahal mereka
tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mersdadiri, maka
persaksian orang itu ialah empat kali bersumpalgalenama Allah,
sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yangr.bDan
(sumpah) yang kelima; bahwk’nat Allah atasnya, jika dia
termasuk orang-orang yang berdusta”.

Ayat al-Qur'an di atas, membicarakan hukum yandakukan dalam
keadaan bahwa seorang suami mengingkari sahnya saung isteri tidak
menyangkalnya atau yang disebut huklin.* Dalam Kompilasi Hukum
Islam sendiri, ['an mencerminkan pernyataan suami di hadapan sidang

Pengadilan Agama yang berbunyi isteri berbuat ziaa telah mengandung

atau melahirkan anak dari perbuatan zina itu. Reaay tersebut tidak di ikuti

12 Maksud ayat 6 dan 7 di atas yaitu : orang yanguthei istrinya berbuat zina
dengan tidak mengajukan empat orang saksi, harbgetumpah dengan nama Allah empat
kali, bahwadia (suami) adalah benar dalam tudulertoy Kemudian dia bersumpah sekali
lagi bahwa dia akan terkena laknat Allah jika dexdusta. Masalah ini dalam figih dikenal
dengan sumpalian. Lihat Mahmud Junugiarjamah Al Quran Al KarimBandung ; PT. Al-
Maarif, 1984, h. 315.

13 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undangundang Perkawinan
Yogyakarta ; Liberty, 1997, h. 119.
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penolakan tuduhan oleh isterii’an menimbulkan putusnya perkawinan

selama-lamany#.

Masalahli'an (pengingkaran suami terhadap status anak) sefet
diatur dalam KHI Pasal 101 di atas, dan tenggariguantuk mengajukannya
ke Pengadilan Agama, sebenarnya secara teknisuola sli tunjukkan dalam
al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam SaralNur ayat 6-7 sebagaimana
tersebut di atas. Namun, jika si isteri yang ditudadi mengingkari tuduhan
suaminya, maka dia juga di minta untuk bersumpapatrkali, dan yang
kelima ia berkata harus siap menerima laknat Adlpabila ia berdusta. Hal ini

sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S. an-NuB&yatebagai brikut :

6 O &0 & K B 1460306060
RNOO&:S *s e O RO KOED Mo e
* FororRNE OLOROCO&H* HASHAGOL]
2V NGB EOE a3 RINO® O€O%IRO
SH - YXN 000 +OB0Q OO NHa 60 &R H
R0 L ¢)LAKGE QRO Ao O&TOREIN * # oS
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Artinya : “Istrinya itu dihindarkan dari hukumanedl sumpahnya empat kali
atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benarbdermasuk
orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelibehwa laknat
Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-grayang
benar.®®

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4@®unyi ‘Li’an
hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang EgagaAgama”’ Maksud
Pasal 128 bahwdi'an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang

Pengadilan Agama adalah dalam rangka mewujudkantéstib hukum dan

4 pasal 125 sampai dengan pasal 128 KHI.
5 Mahmud Junugp. cit,h. 316.
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administrasinya. Dengan pelaksandam di hadapan sidang pengadilan, akan
dapat diberikan surat keterangan telah terjadiiiga. Juga dapat diketahui
akibat-akibatnya yang timbul.

Secara metodologis, tujuan dari Undang-Undangaenan dan KHI
yang mengatur bahwdi'an harus dilakukan di depan sidang adalah
menggunakan metodstislah atau lebih disebut dengamaslahat mursalatt
Hal ini karena secara teknis hukum Islam tidak ml@skan secara kongkrit
tentang adanyai’an harus di depan sidang. Namun demikian kerena
kemaslahatan yang dimunculkan dari pelaksan#an di depan sidang
tersebut sangat besar baik bagi yang bersangkusampun bagi kepentingan
pembinaan kesadaran hukum masyarakat, maka usabbutdapat ditempuh.

Dalam Islam, asal-usul anak merupakan dasarkuntanunjukkan
adanya hubungakemahraman(nasal) dengan ayahnya. Demikian yang di
yakini dalam figh sunni. Karena para ulama sepb&tva anak zina atau anak
l'an, hanya mempunyai nasab kepada ibunya. Berbedahpemaa dengan
ulamaSyi'i bahwa anak zina tidak mempunyai hubungan nasajmdebunya
atau bapak zinanya, karena itu pula anak zina tisk mewarisi keduanya.

Di Indonesia, masalah asal usul anak tersefentiapat beberapa
ketentuan hukum yang berbeda-beda. Ini dikarengidamalitas bangsa,

utamanya dari segi agama dan adat kebiasaan, nw&atlka hukum yang

6 Menurut istilah para ahli ilmu ushul figh maslahatursalah yaitu suatu
kemaslahatan dimana syari’ tidak mensyariatkanusbakum untuk merealisir kemaslahatan
itu, dan tidak ada dalil yang menunnjukan atas akognya atau pembatalanya. Lihat Abdul
Wahab Khallaf]imu Ushul al-Figh,Moh. Zuhri & Ahmad Qariblimu Ushul Figh,Semarang;
Dina Utama (Toha Putra Group), 1994, h. 116.

o Riyana Kesuma AyuMasalah Kewarisan Anak Zina dan Li'amakalah materi
kuliah Sekolah Tinggi Illmu Hukum Sultan Adam Bamjasin, di akses di http//
riana.tblog.com pada tanggal 10 Oktober 2011.



68

berlakupun bervariasi. Setidaknya ada tiga hukungydikenal atau berlaku,
yaitu 1) Hukum Islam; 2) Hukum Perdata yang termieam KUHPerdata;
dan 3) Hukum Adat, sebagai hukum tidak tertulis.

Masing-masing hukum tersebut banyak mempunyaiapgan, namun
dalam hal asal usul anak memiliki perbedaan yangatasignifikan, terutama
yang berkaitan dengan segi-segi etika dan moral, siedah tentu hukum
Islamlah yang lebih menekankan pertimbangan maalnd pelaksanaannya.

Memperhatikan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam tegtatatus anak
yang sah berbunyi “Anak yang dilahirkan dalam atkibbat perkawinan yang
sah” di dalamnya memberikan toleransi hukum kepadk yang lahir dalam
perkawinan yang sah, meskipun jarak antara peraikatan kelahiran anak
kurang dari batas waktu minimal usia. Jadi selaad pang dikandung tadi
lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan &g maka anak tersebut
adalah sah. Undang-undang tidak mengatur batasnomniusia kandungan,
baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelaaanny

Pada pasal 102 KHI juga tidak merinci batas minimdam maksimal
usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami unarkyangkal sahnya

akan yang dilahirkan isterinya. Adapun bunyi Pésalebut adalah

1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang dduir isterinya,
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalagkaavaktu 180
hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudalsmya perkawinan atau
setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya balktesinya melahirkan
anak dan berada di tempat yang memungkinkan digapean perkaranya
kepada Pengadilan Agama.

2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau wakseler tidak dapat
diterima?®

18 UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang &eian & Kompilasi
Hukum Islampp. cit. h. 263.
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Batasan 180 hari atau 6 bulan di atas ternyat& tdenjelaskan batas
minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari lukaenunjuk batas
maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapijeteskan batas waktu
untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

Al-Qur'an memberi petunjuk yang jelas tentang masalni. batas
minimal usia bayi dalam kandungan adalah enam kililEtung dari saat akad
nikah dilangsungkan. Ketentuan ini di ambil damnfan Allah dalam al-Ahgaf

ayat 15 dan Lugman ayat 14, berikut :
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Artinya : “Kami perintahkan kepada manusia supagebbat baik kepada dua
orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengaah quesyah,
dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mduggnya
sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehirggbila dia
telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahberdoa: “ya
Tuhanku, tunjukilah aku untuk menyukuri nikmat Eagkyang telah
Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakkisuaaaya aku
dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridkalah kebaikan
kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak kweucu



70

Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan $ aku
termasuk orang-orang yang berserah @@S atAhgaf:15)}
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Artinya : “Dan Kami perintahkan kepada manusia lfbet baik) kepada dua
orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnyand&eadaan
lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalantahun.
bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibukbapahanya
kepada-Kulah kembalimu. (Q.S Lukma)*°

Kedua ayat tersebut, oleh Ibn Abbas dan disdpakaa ulama, di
tafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa gty waktu
mengandung (kehamilan) sampai dengan menyapih ra&flabulan. Ayat
kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayisukian secara
sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau 24 bdika.lama waktu
mengandung dan menyusui adalah 30 bulan, sedarigksa waktu untuk
menyusui adalah 2 tahun (24 bulan) maka orang yagighirkan anak dalam
usia 6 bulan adalah mungkin terjadi bedasarkarefirdllah tersebut*

Oleh sebab itu, apabila bayi lahir kurang dari erutan di hitung dari
akad nikahnya, tidak bisa dihubungkan kekerabatankgpada bapaknya
kendati dalam ikatan perkawinan yang sah. Status a@ak tersebut di
kategorikan sebagai anak zina. Praktis sang analah&isa dinasabkan

kepada ibunya saja. Demikianlah kesepakatan damaisunny?

¥ Mahmud Junugp. cit,h. 458.

20 Mahmud Junusyp. cit,h. 371.

2L Ahmad Rofiq,Figh Mawaris,Jakarta; PT. Grafindo Persada, 2002, h. 149.
22 |bid, h.149.
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Penadapat ulama lain mengatakan bahwa batasnaiinisia bayi di
dalam kandungan adalah sembilan bugamariyah(kurang lebih 270 hari).
Ini adalah pendapat Ibn-Blumam dan sebagian ulama Hanabilah, yang
kemudian di ikuti oleh kitab undang-undang wariséesir.

Hukum adat Indonesia, terutama di daerah yang tidakyak di
pengaruhi hukum Islam, tidak begitu mempermasalahksia kandungan.
Yang terpenting, sepanjang anak itu lahir dalantaikgperkawinan yang sah,
baik perkawinan itu darurattambelan, penutup malu, atau memang di
kehendakinya, tanpa mempertimbangkan tenggang wakiara akad nikah
dan kelahiran bayinya, maka status anaknya adailak aah. Pendapat ini
membawa implikasi bahwa anak yang pada hakikatrdalah anak zina,
secara formal dianggap sebagai anal’Sah.

Jadi sekali lagi bahwa anak sah menurut hukusitipdermasuk di
dalamnya hukum positif Islam di Indonesia, adalabkayang lahir dari atau
akibat perkawinan yang sah. Sepanjang bayi itur ldari ibu yang berada
dalam ikatan perkawinan yang sah, ia disebut aregysah. Kompilasi
Hukum Islam juga tidak membicarakan hubungan nasalsecara tegas,
kecuali bayi yang lahir di luar ikatan perkawinaang sah, dan apabila suami
mengajukarii’an.

Dari uraian diatas dapat diketahui adanya pedmedgang sangat
prinsipil antara ketentuan hukum Islam dan hukurataghng berlaku di

beberapa lingkungan hukum adat di Indonesia. Namemikian, apakah

2 Wirjono Prodjodikoro,Hukum Warisan di Indonesi®andung; Penerbit Sumur
Bndung, 1983, h.72.
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dalam kenyataanya sekarang hukum tersebut masihdiiesyima masyarakat,
atau bahkan diperlonggar lagi batasan-batasanyla, genelitian tersendiff’
Tenggang waktu minimal usia kandungan enam bulsehet dikuatkan
juga oleh sebuah hadis riwayat Ibn Mas’ud, bahwénjgang berada di dalam
kandungan itu setelah berusia enam bulan di lengkapgan ruh dan dalam
masa dua bulan berikutnya di sempurnakan benhikjahnyg. Dengan
demikian apabila bayi lahir dalam usia enam bul@n,sudah sempurna

meskipun masih kurang sehat. Sabda Rasulullah SA&wWyatakan :
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Artinya : “sesungguhnya seseorang dari kamu sekalitkumpulakan
penciptaanya dalam kandungan ibunya (dalam bentufah
selama 40 hari kemudian juga dalam beral&gah (segumpal
darah yang menggantung di dinding rahim) kemuddiaga

ZAhmad Rofig, op. cit, h.150.
% 3ohih Muslim, Bab kaifiyatul kholgil adamiy fi bathni ummih{penciptaan
manusia dalam rahim ibunya), Juz 8, h. 44, MaktéhamilahVersi 2.11 Ishdaaas Tsani
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(dalam waktu 40 hari) sebaganudghah (segumpal daging),
kemudian diutuslah malaikat maka ditiupkan ruh ideya, dan
diperintah dengan empat kalimat, dicatat rizqil, afmn amal
perbuatanya celaka atau bahagia.Demi allah yamd adia Ilah
selain-Nya, sesungguhnya diantara kalian ada yaelgkoukan
perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya darga
tingggal sehastaakan tetapi telah ditentukan bagkstentuan,
dia melakukan perbuatan ahli neraka maka masukl&edalam
neraka. Sesungguhnya diantara kalian ada yang uokelak
perbuatan ahli neraka hingga jarak antara diringa deraka
tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan lpagketentuan,
dia melakukan perbuatan ahli surga maka dia masaalam
surga. (diriwayatkan oleh Imam muslim)”.

Adapun batas maksimal usia bayi dalam kandupgasa ulama berbeda
pendapat. Batasan ini di hitung dari putusnya peirk@n sampai dengan
kelahiran anak, karena usaha untuk mengetahui atdsimal usia bayi
dalam kandungan tersebut dimaksudkan untuk menemtoksabnya kepada
siapa akan di hubungkan kekerabatanya.

Ada ulama yang menetapkan bahwa batas maksimal hasji dalam
kandungan adalah satu tahun Qamariyah, ada yamgrmEpat satu tahun
Syamsiyah, ada yang mengatakan dua tahun, tigan thhbkan ada yang
menyatakan lima tahufi.Muhamad Ibn-al Hakam menetapkan bahwa batas
maksimal usia bayi dalam kandungan adalah satuint§amariyah. Hukum
waris Mesir menetapkan satu tahun Syamsiyah. Uldarafiyah menetapkan

dua tahun. Dasarnya adalah hadis riwayat Aisyah :

%6 Ahmad Rofiq, loc. cit
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Artinya : “Wanita tidak menambah masa kandungargra @ba tahun, dengan
sepergeseran tiang berdiri” (Riwayat al-Darqutmi d&Baihaqi)”

Al-Lais Ibn Sa’ad mengatakan bahwa batas meksbayi di dalam
kandungan adalah tiga tahun. Ulama Syafi'iyah dgmamad lbn Hambal
menetapkan empat tahun. Dasar riwayat yang teraktddalah riwayat Imam
Syafi'i bahwa ad-Dahhak di lahirkan setelah emphtih di dalam kandungan
ibunya. Waktu lahir ia sudah bergigi dua dan pandeawa. Karena itu ia
diberi nama al-Dahhak (berasal dari katadhahika-yadzhaku artinya
senyum/tertawa). Demikian juga Abd al-Aziz al-Majay sehingga istrinya
dikenal sebagai istri yang melahirkan kandungangtelzh empat tahun.
Ulama Malikiyah menetapkan batas waktu yang leaihd yaitu lima tahun.
Dasarnya adalah kasus tertentu yang dijumpai obra plama waktu itu,
sayang tidak ada data yang menyebutkan pengalani&n i

Dalam kaitanya dengan keadaan sekarangnyad kemajuan
teknologi dan ilmu pengetahuan, tampa mengesamamgiasil ijtihad para
ulama terdahulu, kiranya jasa ilmu kedokteran dafiatanfaatkan untuk
menentukan status hukum bayi yang masih dalam keyadu tersebut,

Misalanya USG Ultra Sono Graph)i, test darah dan lain-lain. Semua itu

" Sunan al-Baihagji al-Kubr&abma jaa a fi aktsari al-hamif bab tentang perkara
yang sering terjadi dalam kehamilan), Juz 7, I8, Maktabah SyamilaWersi 2.11 Ishdaar
as Tsani

28 Ahmad Rofiq,0p. Cit,h.152.
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bertujuan untuk membantu menjelaskan hubungan &b&&n bayi dengan
orang tuanya dengan tetap mengindahkan norma-netikea dan ketentuan
agama.

Ada kasus yang menarik untuk dicermati, spatkara yang terjadi di
suatu daerah di jawa, yang di kemukakan oleh AltAtiman Wahid yang
dikutip Prof. Dr. Ahmad Rofig, MA dalam bukunya yparerjudul Fikih
Mawaris, dimana ada seorang istri yang telah bercerai dtenga&h tahun,
ternyata mengandung enam bulan, Pengadilan Agammadidemembuktikan
adanya pria yang membuatnya mengandung atas dasgakuan mereka
berdua. Akan tetapi, diktum hukum dari aliran Syafienyatakan bahwa
benih seorang suami dapat hidup terus dalam rakim (bekas istrinya)
hingga empat tahun. Maka mengacu diktum terselamngadilan menetapkan
nasab bayi dalam kandungan itu sebagai anak ydndgassabekas suami yang
tidak tahu menahu tentang kehamilan istrinya.

Jika benar-benar telah dapat dibuktikanzaterdapat laki-laki yang
menyebabkan isteri tersebut mengandung, dan baghtet tetap di nasabkan
kepada bekas suami yang tidak tahu menahu ituirtiaherupakan sesuatu
yang kurang tepat menurut penyusun. Oleh karengengembangan dan
penyegaran hukum Islam, tidak perlu merombak hukelam. Namun dapat
ditempuh dengan membuatnya lebih peka terhadap twedmrkebutuhan
manusiawi masa kini dan masa depan. Dengan kepetkasebut, hukum
Islam sendiri akan mengadakan penyesuaian sekedhy dgiperlukan tanpa

harus mengorbankan nilain-nilai transendentalnysy yhtetapkan Allah.
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Dengan demikian, dalam menentukan batas maksimuymnbesada
dalam kandungan, dapat ditempuh dengan cara meiigketdziman yang
terjadi di masyarakat, misalnya satu tahun, atdukdra cukup sepuluh bulan.
Jadi bukan atas dasar kejadian yang langka atasuistid. Hal ini sesuai

dengan kaidaFighiyahsebagai berikut :

eV lesic la o mama Glhally Jisll o oVl

Artinya : “Pada dasarnya pertanyaan atau pembinapaalaku pada hal-hal
yang umum dan lumrah, bukan pada hal yang jandggallangka”.

29,ea_du Sl
Artinya : “Sesuatu yang langka itu seperti sesyang tidak ada”.

Pada akhirnya, apabila perkara asal-asul anak diajukan ke
pengadilan, hakimlah yang dituntut bijaksana dale@mberikan putusan.
Jangan hanya mementingkan teks-teks figh (pendapsa ulama) dan
mengalahkan pembuktian yang bersifat faktual. Pesitdalama, selain sifatnya
yangnisby, ia sangat dipengaruhi situasi di mana ulama bets@erumuskan
hukum. Nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyat, kiranya jauh lebih
penting untuk dipertimbangkan sebagai dasar peramiagkum.

Merujuk pada konsep CEDAW,dimana hak pengasuhaktadek terikat
oleh status perkawinan orang tuanya. Maksudnyaahddbnggung jawab
terhadap pemenuhan hak-hak anak menjadi tanggwadp jarang tuanya baik
dalam perkawinan atau setelah terjadi percerai®&DAW tidak mengatur

secara rinci mengenai teknis pengasuhan anak Isgtetaeraian orang tuanya,

29Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abu Bakar as SuyuthiAsybah wa an Nadzair fi al
Furu’, Indonesia ; Dathya’ al-Kutub al-Arobiyah tt, h. 137.
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karena pada konsep dasar CEDAW hak laki-laki daarppuan adalah sama.
Sehingga, terlepas dari teknis pengasuhan anak awéh maupun ibu
mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anaknya paseraian.

Pemeliharaan anak jika terjadi perceraian sebgadatah diatur dengan
baik dalam hukum Islam. Seperti yang telah penyymparkan pada bab Il
bahwa ketentuan-ketentuan mengenai konsep pengasahak dalam
CEDAW kurang komprehensif dan belum secara detahagakup hal-hal
mengenai teknis pelaksanaanya. Berbeda dengan hugiam, di dalam
CEDAW tidak diatur tentang pemeliharaan anak abteérjadi perceraian.
Padahal, dalam pelaksanaanya, ketika kedua oraagbéarcerai, secara
otomatis meraka berpisah tempat tinggal, oleh lai&n perlu di atur hak
pemeliharaan anak, supaya anak tidak menjadi tarlatau sebaliknya, justru
menjadi obyek sengketa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 di sebutkavea “akibat

putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Anak yang belummumayyizberhak mendapatkamadanahdari ibunya,
kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, makaukkdkannya digantikan
oleh:

1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

2) Ayah;

3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah

4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis santfardgbu
6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis sangaricayah

b. Anak yang sudamumayyizberhak memilih untuk mandapatkaadanah
dari ayah dan ibunya;

c. Apabila pemegandnadanahternyata tidak dapat menjamin keselamatan
jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah liatanah telah
dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang beks#ag Pengadilan
Agama dapat memindahkan hdladanah kepada kerabat lain yang
mempunyai hak hadanah pula;

d. Semua biaydadanahdan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut

kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak teérsielwasa dan
dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);
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e. Bilamana terjadi perselisihan mengenlaadanah dan nafkah anak,
Pengadilan Agama memberikan putusannya berdashtkah(a) (b), (c),
dan (d);

f.  Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuashnyy
menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan igikad anak-
anaknya yang tidak turut kepadari{a.

Jadi, menurut hukum Islam setelah putusnya perkawinhak
pengasuhan dan pemeliharaan anak dibagi sebagaitbe
a. Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 (das)dehun atau dianggap

mumayyizpengasuhannya menjadi hak ibunya.

b. Pemiliharaan anak yang telah berumur 12 (duaspebhun atau sudah
mumayyiz menjadi pemilihan anak bersangkutan sendiri. Biaya
pemeliharaannya masih ditanggung ayah.

Penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwentken hukum
Islam yang mengatur pemeliharaan anak setelah nag@neorang tua atau
perwalian menyaratkan kepentingan anak wajib diat@n. Sesuai dengan
pasal 16 ayat (1) huruf (d) CEDAW yang berbunyiKftmn tanggung jawab
yang sama sebagai orang tua, terlepas dari statkawinan mereka, dalam
urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anagkamedalam semua
kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib di utanfak

Dalam keadaan putusnya perkawinan, kepentingararsgagnak yang
belum berumur 12 tahun adalah mendapat kasih sases®prang ibu yang,
lebih mencintai menyayangi, dan secara emosiobé ldekat karena ia yang
mengandungnya, maka jika tidak ada hal yang meaggal, pemeliharan

anak tersebut menjadi hak ibunya. Selanjutnya, pkek tersebut sudah

%0 YU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang &eitan & Kompilasi
Hukum IslamQp. cit. h. 283-284.
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mampu berfikir secara rasional dan dapat membedaiapaik dan buruk, dia
bebas memilih untuk hidup bersama ayahnya atawé#bunal ini adalah hak
kebebasan menentukan hidup sebagai seorang yamggd@adewasa.
Kesimpulan diatas didasarkan antara lain atas has&yat Abu Daud
dan Ahmad yang menceritakan yang menceritakan bab&@ang ibu
mengadu kepada Rasulullah SAW tentang anak kecilfpygng belum
mumayi}, dimana mantan suaminya bermaksud untuk meraiak mereka

setelah menceraikanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda
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Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Mahmua Khalid as Sulami,
telah menceritakan kepada kami al Walid dari AbmtAal Auza'i,
telah menceritakan kepadaku ‘Amr bin Syu’aib, dgrhnya dari
kakeknya yaitu Abdullah bin ‘Amr bahwa seorang vatierkata;
“wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutidalah
tempatnya, dan putting susuku adalah tempat minamilan
pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah
menceraikannya dan ingin merampasnya dariku”. Keamud
Rasulullah SAW berkata kepadanya; “engkau (ibujhldierhak
terhadapnya selama engkau belum menikah”.

Keputusan Rasulullah SAW itu bisa ditafaitk dengan adanya
pertimbangan bahwa pada umur tersebut seorangeli inengerti dengan

kebutuhan anak dan lebih bisa memperlihatkan ksejlangnya. Demekian

31 Muhammad Abdul Aziz al-KholidiSunan Abi Daud Juz as TsaBieirut ;Daar
al-Kutub al-1lmiyah1996, h. 105.
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pula anak dalam masa itu sedang sangat membutuhkak hidup dekat
ibunya. Sejalan dengan itu pula keputusan Abu bang kasus Umar bin
Khattab dengan bekas istrinya.

Umar bin Khattab dengan bekas istrinyanda@at seorang anak
yang diberi nama Ashima, kemudian ia berceraiidarnya. Pada suatau hari
Umar bin Kattab pergi ke QuBaja mendapati anaknya itu sedang bermain.
Ketika Umar hendak memegang anaknya itu dengan udaksntuk
membawanya pergi, terjadilah pertengkaran dengaakpibu. Kasus ini
disanpaikan kepad&halifah Abu Bakar dan ia memutuskan menetapkan
bahwa anak itu ikut ibunya (riwayat ibnu Abi Syahbx%?

Ketentuan hukum Islam tentang kedudukan adalam keadaan
perceraian orang tua telah diatur secara baik. &edrang tua wajib
memelihara dan mendidik anaknya sebaik-bailky&ewajiban tersebut
berlaku sampai anaknya kawin atau dewasa dan nizsilaku setelah
putusnya perkawinaft. Selain itu, kedua orang tua berkuasa untuk meivakil
anaknya mengenai segala perbuatan hukum di dalardidaar Pengadilaff,
serta bertanggung jawab atas biaya penyusuan am#kny

Dengan demikian konsep pengasuhan aaia$f §da dalam kovensi
CEDAW dalam pasal 16 ayat 1 huruf (c), (d) dany@ng mengusung

persamaan hak dan tanggung jawab sebagai orardpl@am mengutamakan

%2 Suatu dusun di tepi kota Madinah.

3% gatria Efendi M. ZeinProblematika Hukum Keluarga Kontemparelakarta;
Prenada Media, 2004. 182.

3 pasal 45 Ayat (1) UU No.1Tahun 1974.

% pasal 45 Ayat (2) UU No. 1Tahun 1974.

% pasal 47 Ayat (2) UU No. 1Tahun 1974 dan Ayat{g).

3" pasal 104 KHI.
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kepentingan anak, seperti kedudukan dan pemelingpengasuhan), sudah
diatur rapi dalam hukum Islam. Namun tanggung jawedng tua terhadap
anaknya dalam hukum Islam tetap dibedakan mentatiusskawin mereka.
Jika orang tuanya telah kawin sesuai sayarat damryang sah dalam Islam,
maka anaknya dianggap sah dan mempunyai implikalsirh dan nasab

kepada kedua orang tuanya.



